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Sebagal suatu negara yang kaya akan warisan budaya, Indonesia kerap mengembangkan ekonomi kreatif
guna mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara bersamaan dapat
memberikan kontribusi terharap perekonomian. Pada tahun 2019, subsektor ekonomi kreatif tersendiri telah
menyumbang Rp1.153,4 Triliun atau 7.3% terhadap total PDB nasional. Melihat potensi para pelaku
ekonomi kreatif, pemerintah memperkenalkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang salah
satunya adalah jaminan fidusia atas K| melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang merupakan
peraturan turunan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Meskipun jaminan
fidusia atas kekayaan intelektual telah sebelumnya diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2016
tentang Paten dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, hingga saat ini, belum terdapat
penerapan atas konsep tersebut di Indonesia. Sedangkan, beberapa negara yang terkenal akan infrastruktur
kekayaan intelektual yang dimilikinya sudah banyak menerapkan jaminan fidusia atas kekayaan intelektual,
seperti Inggris dan Singapura. Makadari itu, penelitian ini membandingkan pengaturan serta penerapan
jaminan fidusia atas kekayaan intelektual di Indonesia, Inggris, dan Singapura guna memberikan
rekomendasi agar jaminan fidusia atas K| dapat diterapkan secara masif dan menguntungkan para pelaku
ekonomi kreatif di Indonesia. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipologi
deskriptif analitis sebagai metode penelitian. Pada Skripsi ini, terdapat penemuan yang dapat dimanfaatkan
guna mengoptimalkan penerapan dari jaminan fidusia berbasis kekayaan intelektualm yakni diperlukannya
langkah bagi Otoritas Jasa K euangan untuk menggerakan perbankan dalam penerapan dari skemaini,
memastikan bahwa para penilai memiliki kapabilitas untuk menghitung valuasi atas K1, dan diperlukannya
pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia atas K.

...... Asacountry rich in cultural heritage, Indonesiarealizes the potential of its creative economy in
developing micro, small, and medium and contributing to the nation’s economy. In 2019, the creative
economy sub-sector alone contributed IDR 1,153.4 trillion or 7.3% of the total national GDP. Seeing the
potential of creative economy actors, the Indonesian government introduced “intellectual property-based
financing schemes’, which consists of fiduciary guarantees for intellectual property as regulated through
Government Regulation no. 24 of 2022, a derivative regulation from Law no. 24 of 2019 concerning the
Creative Economy. Although fiduciary guarantees for intellectual property have previously been regulated
through Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 28 of 2016 concerning Copyright, until now,
there has been no implementation of this concept in Indonesia. Meanwhile, several countries that are known
for their intellectual property infrastructure have implemented fiduciary guarantees for intellectual property,
such as the United Kingdom and Singapore. Therefore, this study compares the regulation and
implementation of fiduciary guarantees for intellectual property in Indonesia, the United Kingdom, and
Singapore to provide recommendations for Indonesia so that fiduciary guarantees for intellectual property
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can be implemented massively and benefit creative economy actors. This thesis uses a normative juridical
approach with an analytical descriptive typology as a research method. In thisthesis, there are findings that
can be used to optimize the application of intellectual property-based fiduciary guarantees, namely the need
for steps for the Financial Services Authority to mobilize banks in the implementation of this scheme,
ensuring that appraisers have the capability to calculate valuations on intellectual property, and the need for
more regulation further regarding the mechanism of execution of fiduciary guarantees on intellectual
property assets.



